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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara hukum bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-

undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem 

demokrasi. Dalam sistem demokrasi, penyelenggaraan negara itu harus 

bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi negara 

hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara 

hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan 

hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi 

akan kehilangan makna.
1
 

Prinsip-prinsip negara hukum (nomocratie) dan prinsip-prinsip 

kedaulatan rakyat (democratie) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi 

dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal disebut 

sebagai negara hukum yang demokratis (democratische rechtstaat) atau 

dalam bentuk konstitusional (constitutional democracy), hukum dibangun dan 

ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, 

ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan 

kekuasaan semata (machtstaat). Sebaliknya, demokratis haruslah diatur 

berdasar atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrument 
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hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan 

demokrasi itu sendiri.
2 

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa 

pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah 

pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan 

negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. 

Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan 

kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia 

berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau 

atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.
3
 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup mendasar dan 

mengubah paradigma ketatanegaraan adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 

Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: 

“Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar”. Sedangkan asasnya tercantum dalam sila keempat dari Pancasila 

yang berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan atau perwakilan”.
4
 Penegasan ini menunjukkan bahwa 

demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma 

demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus berdasarkan pada nilai 

hukum, sehingga pada produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh 
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paradigma hukum. Hal ini berarti bahwa paradigma demokrasi yang dibangun 

adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan inilah paradigma 

negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis. 

Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan 

negara, prinsip pemisahan kekuasaan dan Check and Balances.
5
  

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara 

mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam 

masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan 

negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. 

Dengan kata lain, bahwa negara yang menganut sistem demokrasi adalah 

negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. 

Maka, hakikat demokrasi (kedaulatan rakyat) sebagai satu sistem 

bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan 

pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan 

negara maupun pemerintahan. 

Hakikat demokrasi (kedaulatan rakyat) sebagai suatu sistem 

bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan 

pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan 

negara maupun pemerintahan. Adapun kekuasaan di tangan rakyat 

mengandung tiga pengertian, yaitu: pemerintahan dari rakyat (government of 

                                                             
5
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the people); pemerintahan oleh rakyat (government by people); dan 

pemerintahan untuk rakyat (government for people).
6
 

Sistem pemerintahan demokrasi adalah sistem pemerintahan 

berdasarkan “suara mayoritas”. Anggota-anggota lembaga legislatif dipilih 

berdasarkan suara mayoritas pemilih dari kalangan rakyat, penetapan 

peraturan dan undang-undang serta pemberian mosi tidak percaya atau tidak 

percaya kepada pemerintahan dalam dewan perwakilan ditetapkan pula 

berdasarkan “suara mayoritas”. Oleh karena itu, “suara mayoritas” adalah ciri 

yang menonjol dari sistem pemerintahan demokrasi. Pendapat mayoritas 

menurut demokrasi merupakan tolok ukur hakiki yang akan dapat 

mengungkapkan pendapat rakyat yang sebenarnya dalam sistem 

pemerintahan.
7
 

Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sendiri 

sebagai negara demokrasi (kedaulatan rakyat), pemilihan umum memang 

dianggap sebagai lambang sekaligus tolok ukur utama dan pertama dari 

demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilihan umum merupakan 

refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi, di 

samping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap 

cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilihan umum memang 

dianggap akan melahirkan suatu representative aspirasi rakyat yang tentu saja 

berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah. Melalui pemilihan 
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umum, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara 

terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara 

luas. Dengan kata lain, bahwa pemilihan umum merupakan simbol daripada 

kedaulatan rakyat. 

Pemilihan umum adalah condition sine quanon bagi suatu negara 

demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya 

dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk 

menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia 

sebagai individu warga negara, maka pemilihan umum berarti proses 

penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat 

untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara.
8
 

Pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang 

atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. 

Pemimpin yang dipilih itu akan menjalankan kehendak rakyat yang 

memilihnya.
9
 Pemilihan umum merupakan instrument penting dalam negara 

demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilihan umum berfungsi 

sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan 

membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Pemilihan umum tidak 

dapat dilepaskan dari pembahasan sistem yang mengatur tentang susunan dan 

kedudukan lembaga perwakilan, sebab pemilihan umum diselenggarakan 
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dalam rangka mengisi lembaga perwakilan. Pemilihan umum mutlak 

diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.
10

 

Pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif sejarah telah 

berlangsung selama 11 (sebelas) kali penyelenggaraan: Pertama, Pemilu 

1955; Kedua, Pemilu 1971; Ketiga, Pemilu 1977; Keempat, Pemilu 1982; 

Kelima, Pemilu 1987; Keenam, Pemilu 1992; Ketujuh, Pemilu 1997; 

Kedelapan, Pemilu 1999; Kesembilan, Pemilu 2004;
11

 Kesepuluh, Pemilu 

2009; dan Kesebelas, Pemilu 2014. Selanjutnya pemilihan umum akan 

dilaksanakan pada tahun 2019 dengan sistem pemilihan umum serentak yaitu 

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat 

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten atau lebih dikenal 

dengan pemilihan umum 5 (lima) kotak. 

Keserentakan waktu antara Pemilihan umum legislatif dan eksekutif 

ini dinilai sebagai salah satu untuk meminimalsisirkan masalah bawaan 

sistem presidensialisme multi partai. Negara yang menganut sistem 

presidensil, akan tetapi menerapkan juga sistem multipartai. 
12

 

Sistem pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 

tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, karena dinilai masih menjadi 

solusi mengatasi buruknya kualitas partai di Indonesia. Pemilihan umum 

                                                             
10
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Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 85; Sistem 
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serentak menggabungkan pelaksanaan Pemilihan umum Presiden dan 

Pemilihan umum legislatif dalam satu waktu yang sama, sehingga dapat 

menciptakan pemerintahan hasil Pemilihan umum yang kongruen, yaitu 

terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapat dukungan legislatif. Pemilihan 

umum serentak menimbulkan coattail effect, di mana keterpilihan calon 

Presiden akan memengaruhi keterpilihan calon anggota legislatif. 

Maksudnya, setelah memilih calon Presiden, pemilih cenderung memilih 

partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan Presiden yang 

dipilihnya.
13

 

Namun, dari segi pelaksanaannya, demokrasi terdiri dari 2 (dua) 

model, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau 

demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, semua proses pengambilan 

keputusan diselenggarakan dari bawah. Keputusan tersebut akan dibawa oleh 

delegasi yang mendapat mandat langsung komunitas, dimana delegasi 

tersebut terikat oleh pemberi mandat, sedangkan demokrasi tidak langsung 

atau demokrasi perwakilan memberikan kekuasaan hampir mutlak pada 

politisi untuk memutuskan apa saja.
14

  

Berdasarkan latar belakang tersebut terdorong semangat penulis untuk 

mengkaji lebih jauh dan mendalam tentang Pemilihan Umum ini dengan 

judul: “PERBANDINGAN SISTEM DEMOKRASI DALAM 

PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF SEBELUM DAN SESUDAH 
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UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP 

DEMOKRASI”. 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk melakukan pembahasan dalam tulisan ini, penulis membatasi 

masalah yang berhubungan dengan perbandingan sistem demokrasi dalam 

pemilihan umum legislatif sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan batasan masalah diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang dibahas sebagai berikut:  

1. Bagaimana sistem pemilihan umum legislatif sebelum dan sesudah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam 

mewujudkan prinsip demokrasi? 

2. Bagaimana perbandingan sistem demokrasi dalam pemilihan umum 

legislatif sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum dalam mewujudkan prinsip demokrasi? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan yang dicapai untuk penelitian ini adalah : 
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1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemilihan umum legislatif sebelum 

dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum dalam mewujudkan prinsip demokrasi; dan 

2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan sistem demokrasi dalam 

pemilihan umum legislatif sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam mewujudkan prinsip 

demokrasi. 

 

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menambah wawasan penulis, serta diharapkan bermanfaat bagi 

perkembangan umum, ilmu hukum pada umumnya dan di bidang Hukum 

Tata Negara serta pemilihan umum legislatif khususnya; 

2. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau; 

3. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan masukan kebaikan 

kedepannya untuk pemilihan umum legislatif; 

4. Hasil penelitian juga diharapan dapat memberikan masukan untuk peneliti 

selanjutnya, dalam membahas permasalahan yang berhubungan dengan 

perbandingan sistem demokrasi dalam pemilihan umum legislatif sebelum 

dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. 
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E. Kerangka Teoritis 

Demokrasi secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata 

berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk 

suatu tempat) dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan 

(kedaulatan). Jadi, secara bahasa, demokrasi adalah keadaan negara dimana 

dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan 

tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, 

pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.
15

 

Kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu kata 

“kedaulatan” dan kata “rakyat”, di mana masing-masing kata memiliki arti 

yang berbeda. Kata “kedaulatan” merupakan terjemahan dari sovereignity 

(bahasa Inggris), souverainete (bahasa Prancis), souvanus (bahasa Italia), 

souvereiniteit (bahasa Belanda), dan superanus (bahasa Latin), yang berarti 

supremasi = di atas dan menguasai segala-galanya.
16

 Dengan demikian, 

kedaulatan rakyat dapat didefinisikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam 

negara yang dipegang atau terletak di tangan rakyat. 

Sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam pembukaan dan Pasal 1 

Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, 

yang dimaksudkan adalah kedaulatan yang dipunyai oleh rakyat itu antara 

lain tercermin dilaksanakan pemilihan umum dalam waktu tertentu. 

Karenanya pemilihan umum adalah dalam rangka untuk memberi kesempatan 

kepada warga negara untuk melaksanakan haknya, dengan tujuan: 
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 Tutik Triwulan Tutik, op.cit., h. 67 
16

 Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 

h. 17 
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1. Untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan kedaulatan yang 

dipunyai; dan 

2. Terbuka kemungkinan baginya untuk duduk dalam badan perwakilan 

rakyat sebagai wakil yang dipercayakan oleh para pemilihnya. 

Pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat 

berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia yang bertujuan 

antara lain: 

1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan 

tertib; 

2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan 

3. Dalam rangka melakukan hak-hak asasi warga negara.
17

 

Menurut Jimly Ashiddiqie, tujuan penyelenggaraan pemilihan umum, 

yaitu: 

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan 

secara tertib dan damai; 

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 

3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 

4. Untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga negara.
18

 

Dalam tataran implemetatif tujuan pemilihan umum sebagai wahana 

pelaksanaan kedaulatan rakyat, dapat dilihat dalam Pasal 22E ayat (2) 
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 Dedi Mulyadi, Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di 
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Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa 

pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih: 

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

3. Presiden dan Wakil Presiden; dan 

4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
19

 

Pergantian pemerintah di negara-negara totaliter berbeda dengan 

negara-negara demokrasi, di negara-negara totaliter ditentukan oleh 

sekelompok orang, sedangkan di negara-negara demokrasi ditentukan oleh 

rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu, pemilihan umum bertujuan 

untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan, tetapi tidak berarti 

setiap diadakan setiap pemilihan umum harus ada pergantian pemerintahan. 

Dengan demikian, maka pada dasarnya pemilihan umum sangat 

penting artinya bagi warga negara, partai politik dan pemerintah. Bagi 

pemerintah yang dihasilkan dari pemilihan umum yang jujur, berarti 

pemerintah itu mendapat dukungan yang sebenarnya dari rakyat, tetapi 

sebaliknya jika pemilihan umum dilaksanakan tidak dengan jujur, maka 

dukungan rakyat tersebut hanya bersifat semu. Dari sudut pemilihan umum 

sendiri, ketiga tujuan pemilihan umum baru dapat tercapai jika pemilihan 

umum dilaksanakan secara jujur, sehingga setiap warga negara yang berhak 

memilih memberikan pilihan sesuai hati nuraninya. 
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Penyelenggaraan pemilihan umum diatur dalam Pasal 22E ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

berbunyi: “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”
20

, dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan mengenai 

pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka: 

1. Akan menjamin waktu penyelenggaraan pemilihan umum secara teratur 

setiap lima tahun; dan 

2. Lebih menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan 

pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
21

 

 

F. Metode Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah akan berjalan dengan baik, maka perlu 

menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat, yang mana 

metode yang digunakan adalah model literatur dengan mengumpulkan 

berbagai referensi yang berhubungan dengan masalah penelitian.  

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law 

research) yang memposisikan hukum sebagai sebuah bangunan sistem 

norma. Sistem norma dimaksud adalah asas, norma, kaedah dari peraturan 
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 Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, op.cit., h. 161-162 
21

 Dedi Mulyadi, op.cit., h. 232-233 
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perundang-undangan, putusan suatu lembaga, perjanjian dan doktrin
22

 

yang merupakan studi dokumen dan menggunakan metode pendekatan 

sejarah aturan hukum. Pendekatan sejarah aturan hukum dilakukan dengan 

menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, yang masih ada 

relevansinya dengan masa kini
23

, yaitu pemilihan umum legislatif sebelum 

dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum. 

2. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum 

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berasal dari bahan 

hukum primer, sekunder dan lainnya. 

a) Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang 

ditegakkan oleh negara, semua itu bisa ditemukan dalam putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang 

ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif dan putusan 

hukum agen-agen administrasi
24

, meliputi: Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tentang 

Pemilihan Umum sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017; 

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku 

hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-
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 Hajar M, Model-model Pendekatan dalam penelitian hukum & fiqh, (Pekanbaru: Suska 

Press, 2015), Cet. Ke-1, h. 65 
23

 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 160 
24

 Ibid, h. 142 
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artikel tentang ulasan hukum dan narasi tentang arti istilah, konsep, 

berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum; dan 

c) Bahan hukum lainnya adalah bahan penunjang tambahan bahan 

hukum primer dan sekunder, meliputi jurnal hukum dan ulasan hukum 

yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan kasus-kasus yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Studi kepustakaan. Dalam hal ini, alat pengumpul 

kepustakaan dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum sesuai 

permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara 

membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka 

yang ada kaitannya dengan perbandingan sistem demokrasi dalam 

pemilihan umum legislatif. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum 

dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan 

hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. 

Dalam melakukan analisis bahan hukum, maka bahan hukum yang 

diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif atau bersifat analitis bahan 

hukum kualitatif normatif atau studi dokumenter dengan menggunakan 

literatur yang berhubungan dengan pemilihan umum legislatif. 
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5. Metode Penarikan Kesimpulan 

Setelah bahan hukum tersebut ditelaah untuk menjawab 

permasalahan-permasalahan penelitian itu, kemudian bahan hukum 

tersebut disusun dengan menggunakan metode: 

a. Deduktif, mengungkapkan bahan hukum umum yang ada kaitannya 

dengan permasalahan yang diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga 

dapat diambil kesimpulan secara khusus; dan 

b. Deskriptif, yakni menggambarkan secara mendetail bahan hukum yang 

diperoleh untuk selanjutnya dianalisa. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitan, kerangka teoritis, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II : Tinjauan tentang sistem demokrasi, yang terdiri dari sejarah 

perkembangan demokrasi, pengertian sistem demokrasi, 

konsep-konsep demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi dan 

demokrasi di Indonesia. 

BAB III : Tinjauan Tentang Pemilihan Umum, yang terdiri dari 

pengertian pemilihan umum, tujuan dan asas pemilihan 
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umum dan sistem pemilihan umum legsilatif dan 

perkembangannya di Indonesia.  

BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan perbandingan sistem 

demokrasi dalam pemilihan umum legislatif sebelum dan 

sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum dalam mewujudkan prinsip demokrasi, 

yang terdiri dari sistem pemilihan umum legislatif sebelum 

dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum dalam mewujudkan prinsip demokrasi 

dan perbandingan sistem demokrasi sebelum dan sesudah 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 

Umum dalam mewujudkan prinsip demokrasi.  

BAB V : Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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